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Salah satu praktek dalam perbankan adalah adanya keberadaan jaminan/agunan di dalam melakukan
perjanjian kredit. Dalam perkembangannya dalam melakukan pemberian kredit terdapat masalah saat
ternyata agunan yang diberikan dalam proses perkreditan ternyata merupakan hasil dari tindak pidanayang
menyebabkan terjadinya penyitaan untuk pengembalian kerugian negara. Penelitian ini mencoba
menganalisis mengenai apakah penyitaan tersebut sesungguhnya dapat menghilangkan hak preferent
maupun hak parate eksekusi yang dimiliki oleh bank sesaat setelah melakukan peletakan hak tanggungan
terhadap asset yang dijadikan jaminan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder atau bahan pustaka. Dari penilitian yang
dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada

konsep hukumnya sendiri hak preferent dan hak parate eksekusi tidak dapat dirampas oleh negara karena
adanya asas droit de suite dan droit de preferent, akan tetapi apabilaterjadi perampasan yang dilakukan oleh
negara maka hilanglah kedua hak tersebut karena walau dapat dimintakan kembali agunan tersebut tapi
harus melawati proses yang panjang yang menghilangkan hak parate eksekusi maupun hak preferent. Maka
dari itu penulis menyarankan seharusnya undang-undang lebih diperbaharui sehingga dapat 1ebih
menjelaskan lagi mengenai agunan yang terbukti merupakan hasil tindak pidana. Serta penegak hukum
yang melakukan penyitaan harusnya melakukan pemeriksaan terhadap benda yang akan disitanya, apakah
diatas benda tersebut terdapat hak pihak ketiga yang dilindungi oleh Undang-undang.

<hr>

In bankin practice making credit agreements there are existence of collateral. In its development in giving
credit there was a problem when it turned out that the collateral provided in the credit process turned out to
be the result of acriminal act that caused seizure of the object to recover state losses. This study attempts to
analyze whether the confiscation can actually eliminate preferential right and parate execution right held by
the bank shortly after placing the mortgage right on the assets that are used as collateral. Approach method
used in this research is normative juridical with technique of collecting of secondary date or library material,
which then analyzed by using qualitative method. From the research conducted, it can be concluded than in
the legal concept the preferential right and parate execution right cannot be confiscated by the state beause
the legal concept the preferential rights and parate execution rights cannot be confiscated by the state
because the principle of droit de suite and droit de preferent, but if there is a seizure carried out by the state
it meants then the two rights are lost because even if the bank can collect the collateral again but bank had to
go through along process that eliminated the parate execution and preferential rights. Therefore the authors
suggest that the law should be renewed so that it can further explain about collateral which is proven to be
the result of acriminal act. Aswell aslaw enforcers who carry out seizures should conduct an inspection of
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the objects before confiscated it, whether there are rights to the third party which are protected by law.



